
PERATURAN BUPATI BEKASI 

NOMOR 3 TAHUN 2015 

TENTANG 

TATA CARA PENERBITAN IZIN LOKASI 

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 

BUPATI BEKASI, 

Menimbang a bahwa ddamn rang.a untuk le bih engefektifkan 
pelayanan kepada masyaura.kat, m.aka tata Cara 

penerbitan lain Lok.acsi Yang semula tela.h diatur 
melalui Peraturan Bupati Nomor 33 Tahun 2014, perlu 
ditinjau dan disesuaikan kembali; 

b bahwa berdasark.an pertimbangan sebagaran.a 
dimaksud pada huruf a diatas, perubahannya terse but 

perlu ditetapkan kembali dengan Peraturan Bupati 

Mengingat Undang-Undang Nomot 14 Tahun 1950 
Pembentukan Daerah-Daerah abupaten 
Lingkungan Popinsi Dia wa Barat (Berite 
Tahun 1950 

2 Undang-Undang Nomot S Tahun Tahun 1960 
tentang Peraturan Dasat PokokPokok Agraria 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahu 1960 
Nomor IO4, Tambaha Lembaran Negara Re publike 
Indonesia Nomor 2043 

3. Undang-Undang Nomor 51 Tahun 1960 entang 
Larangan pee.akaas Tao.ah Te pa ljin yang Berhe 
Atas Kuasanova (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tun 1960 Noor 158, Tanbahan Lerbaran Negara 
Re publik Indonesia Nomor 21064 



4. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1968 tentang 
Penanaman Modal Dalam Negeri (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 33, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomar 28534 jo 
Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1970 entang 
Perubahas dan Tambahan Undang-Undang Nonor 6 
Tu hun 1968 ten.tang Pena.naran Modal Dalam Aegeri 
Lem baran Negara Republik Indonesia Tahun 1970 
Nomor 47,Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 2944], 

5. Undang-Undapg Nomor 32 Tahu 2009 tentang 
Pelindungaan dan Pengelolaan Lingkungan Hidu 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Ta±un 2009 
Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomar 5059; 

6. Undang-Undang Nomo 26 TAhun 2007 tentacng 
Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, ambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Norr 4725 

7 Undang-Undang Naror 23 TAhun 2014 entang 
Pererintahan Daera.h (Lembaran Negara Re publike 
Indonesia Tahun 2014 Noor 23, Tambahan 
Lembaran Negara Repblik Indonesia Nomor 5587; 

8. Peratura Pererintah Nomor 38 Tahun 2007 tentaung 

Pembagan Ursa Pererintathan Antara Pemerintah, 
Peerintahan Daerah Provinsi dan Pemer.ntahan 
Daerah Kabupaten /Kabupaten (Lembaran Negara 
epublik Indonesia Tahun 2007 Noor 82, Tarnbahas 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737); 

9, Peratufar Menteri Dalam Negeni iomor I Tahun 2014 
tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Benita 

Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 32l, 

10 peraturan Daerah Kabupaten Bekasi Noror 6 1ghun 
2009 tentang Pengendalian Pernarnfaata Ruang dan 
Retribusi lain Peranfaatan Ruang (Lembaran 
Daerah Tahun 2009 No±nor 6l; 

l Peraturan Daerah Kabupaten Bekasi Nonor 12 Tun 
2011 tentang Rencana ata Ruang Wilayah 
Kabupaten Bekasi Tahun 2011 2031 ( (Lembaran 
Daera.h Tahun 2011Nomor 12; 

1. Peraturan Daerah Kabupaten Bekasi Noor 4 Tahun 
2012 tentang Ketertiban Urum (Lembaran Daerah 
kabupaten Bekasi Tahu 2012 Nomor 4) 

13. Peraturan Daera.h Kabupaten Bekasi Nomor 8 Tahon 
2014 tentang Organisasi Perangkat Daerah 
(Lembaran Dara.h Kabupaten Bekasi Tahun 2014 
Nomor 8l, 



Menetapkan 

4. Peratuaran Bupati Bekasi Noror 77 Tahun 2014 
tentang Penyelengqaraan Perzinan, Non Perizinan dan 

Pelimpahan sebagian kewenangan untuk menangani 
sebagian Urusan Otonomi Daerah di Kabupaten 
Belasi (Berita Daerah Kabupaten Bekasi Tahun 2014 
Nomor 77) 

ME.MUTUSKAN; 

PERATURAN BUPATT BEKAS! TENTANG TATA 
CARA PENERBITAN LZIN LOKASI DI 

KABUATEN BEKASI 

BAB I 

KETENTUAN UMUM 

Pa.sad l 

Dalam Poraturan Daerah ini yang dimaksud dengan 

I Daerah adalah Kabupaten Bekasi. 

2. Pemerintah Dacra.h adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebega 
unsur penyelenggara emerintahan Daera.h 

3. Bupati adalah Bupati Bekasi 

4, Pejabat yang ditunjuk adalah pegawai yang diberi tugas tertentu 
umtuk memberikan lzin Lokasi sesuai dengan peraturan perundang 
undangan yang berlakcu 

5. Badan adalah suatu bentuk badan hukum yang memiliki usaha 
meliputi Perseroan Terbatas, Perseroan omaliter, Perseroan 
lainnya, Badan Usaha Milik Negara Badan Usaha Milik Daerah 
dengan nama dan dalam bentuk ap@pun, persekutan, 
Perkumpulan, Firma, Kongsi, Koperasi, Yayasan atau Organisasi 
yang sejemis, Lembag, Dana Pensiun, bentuk usaha tetap serta 
bentuk saha lainnya 

6. Peroranga adala.h orang yang memohon lzin Lokasi dalam rangka 
penanaman modal 

7 [in Lokasi merupalean dasear bag Penanaman Modal dalam rangka 
pemanfa.atan rung yang membutuhka laban/ tan.ah dengan luas 
le bih dari 1 00  (seribu) meter persegi 

8. lain Lokasst adalah izin yang dibenikaen kepada badan hukumn dan 

aau perorangan utuk memperoleh tanah yang diperluk.an dale 

rangka penanaman modal yan herlaku pula sebagai izin 
pemindahan hak, dan untuk menggakan tanah terse but gun.a 
keperhan usaha penanamoan modanya 

9 Peranaman modal adala.h usaha menanark.an modal yang 
menggunak.an mapuan yang tidak roenggunaan fas.ilit.as 
Penaram.an Modal Asing (PMAJ dan atau Pena.naman Modal Dala.m 

Negeri (PMDN] sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang 
berlaku 



(l) Setiap perusahaan yang telah memperole.h persetujuan penanaan 
modal wajib mempunyai lzin Lokasi untuk memperoleh tanah yang 
diperlukan untuk melaksanakan rencara usaha bersangkutan. 

() Ketentuan sebagaurana dima.ksud ayat(), dikecualikan bag taah 
yang akan diperoleh berasal dari otorita atau badan rencan.a 

pengembangan suatu kawasan sesari engan rencacna tata rung 
kawasan pengembanga terse but 

(3 Dalacm hal ketenruan sebagadman.a dima.ksud pada aryat [2), 
perusahaan yang bersarngkutar re.aenita hukan encana perole.h.an 
tanah da /atau penggunaan tarn.ah terse but kepada Bupati Bekasi 
mclalu Kepala Badan Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan 
Terpadu (BPPP 

BAB I 

TANAH DAPAT DITUNJUK DENGAN ZIN LOKAST 

Pasa 3 

Tarah yang dapat ditunjuk dalam lzin Lokasi adalah tanah yang 
diperuntukan sesuai deragas Peraturan Daera.h Nomor 12 Tan 201L 
tenang Rencana Tata Ruang Wilayah dan digunak.an sesuai dengan 
persetujuan penanam modal yang dimiliki 

Pasai 

lain Lok.as.i dapat dibenkaon kepada perusaha.an dalam rangk.a 
penasnaman modal sesuai ketentuan yang berlaku 

BAB III 

PENANDATANGANAN DAN JANGKA WAKTU ZIN LO.KASI 

(I) lzin Lokasi diberikan untuk jangka waktu sebagai berileut 

a. lzin Lokasi dengan luas < I0 Ha untuk jangka waktu l (satu 
tahun, penandatacngan dilakukan oleh Kepala BP4pp'T 
Kabupaten Bekasi, 

b. lzin Lokasi dengan luas » 10 Ha untu.k jangka waktu l (satu) 
tahun, penandataugaan dilaku.k.an olch Bupati Beckasi; 

c. lzin Lokasi dengan luas 25 Ha untuk jangka wakru 2 (dua 
tahun penandatangan dilakukan oleh Bupati Bekasi; 

d lzin Lokasi dengan luas » So He untuk jangk.a wa.ktu 3 (tiga) 

ta.hun penandatangan dilakukan oleh Bupati Bekasi; 
e. iLokasi Perpanjaungan Mesa Berlaku I (satu) Ta hun 



] Perolehan tanah oleh pemegang lzin Lokasi harus diselesaikaa dalam 
jangka waktu lzin Lok.asi yang diberik.an 

[.) Pengajua Perpanangan lzin oars harus diajukan sebelum habis 

jangka wa.ktu lzin Lokasi 

(4) Apabla perolehan tanah tidak dapat disclesauk.an dalam janga 
waktu lain Lokasi, termasuk perpanjangannva scbagannana 
diraksud pada ayat (], ayat (2} dan ayat (34, m.aka perolehan tan.ah 

tidak dapat lagi dilakukan oleh pemegang lzin Lokasi dan terhadap 
bidang bidang tan.ah yang sudah diperoleh dilakukan tindakan 
scbagai berik tut 

a. dipenguakan untuk melaksanakan rencana penanaman modal 

dengan penyesuaan mengen luas pembangnan, dengan 
ketentuan bahwa ape bila diperluakan masih dapat dilaksanakan 
perolehan tana.h sehingga diperoleh bidang tanah yang 
mnerapakan satu kesatuan bidang 

b. dilepaskan kepada perusahaan atau piha.k lain yang memenuhi 
syarat 

TATA CARA PENERBITAN IZIN LOKAST 

Pasal 6 

(l)lain Lokasi diberikan berdasarkan pertimbangan mengena aspek 
penguasaan tan.ah dan tekns tata guna tan.ah yang meliput kead.a.an 
hak serta penguasaan tan.ah yang bersangkutan penilaian fisik 
wilayah, penggunaan taah yang bersangkutan serta kemamnpuaan 
tanah sesuai dengan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW 

(2) Dadamn mengajukan permohonan lzin sebagaimana dimakesnd pada 
avat (l, pemohon melam pirkan salinan suat persetuuan penananan 
modal bagi pananaman Modal Dala Negeri (9MDN atau Surat 
Per.beritahuan Persetujuan Pesiden bagi Penanaman Modal Asing 
(PMAJ, atau Surat Persetajuan Prinsip dari Departemen Teknis bag 
Non Penasa.man Modal Asing (PMAJ/ Penana.ran Modal Dalam Negeri 
(PMDN] 

(1Permohonan lzin Lokasi, diajukan dengan melengkapi persyaratan 
scbagai berikut 

a. Permohonan di at.as mnatera Rp. 6.000 olch pemohon, yang 
namacnya tereasntumn dadamn Akta Pendirian perusahaan; 

b. Akta Pendirian perusahaaon bags perusahaan hualum dan ,TP 
bagiusaha perorangon, 

c. FOto Copy TP/Identitas diri pemilik/penanggungiawab; 

d. Foto Copy NPWP Kabup@ten Bclas, 

e. Salinan Persetujuan Prinsip Lok.as (SPPL) dani Bappeda, 
t Salina Pertimbangan Telenis Pertanahan dari BpN 

Salina Tata Gun.a Lah.an (TGL dari Distark.in; 
h proposal reneaa kegiat.aon, 



Gambar sketsa peta lokasi benikut titik koordinat; 
j. Surat Pernyataan kesanggupan pembebasan /menguasai la.han, 

jurlah yang dimohon dibagi jumlah selama pertahunnya; 
k. Surat kesanggupan membuat laporan perkembangan 

perguasaan lahan secara periodik setiap 3 (tiga) bulan selama 
n beriaku 

l. Apabila sudah memihki izin pnnsip penanamoan modal agar 

dilampirka 

(2) Perohonan perpanjangan lzin Lokasi, hay ukan deogan melengkapi 
pertaratan sebagai berikut 
a, Permohonan di atas matera Rp. 6.000 olch perohon, yang 

namnanva tercantum dalam Akta Pendirian perusahaaon; 

b. Akta endirian perusahaan bag perusahaan hukum dan KTP 

bag usaha perorange.n, 

c. FOto Copy KTP/Identitas dini pemibi/ penanggungiawab; 

d, FotCopy NPWPabupaten Belasi; 
e lain Lokasi yang lama, 

f Perolehan tanah SH/AJB, SHGB; 
g. Perotehan Tarah minimal 50% yang suda.h dikuasai; 

h. Gambar kasar /Sket Ta.nah yang dimohoin atau yang sud.ah 

hkuasea 

(3) Permohonan baik nama lzin Lok.acsi, diaukan dengen melengkapi 
persyaratan sebagai berikut 

a. Permnohona di atas materai Rp. 6.000 oleh pemohon, yang 
namanya tercantum dalam Akta Pendirian perusahaan; 

b, Aeta Pendirian perusaha.an bagi perusahaan hukum dan TP 

bagi usaha perorangan, 

c. Fot Copy TP/dentitas diri pemilik/ penangungiawab; 

d. Foto Copy NPWP Kabupaten Bekasi, 

e. lain Lokast yang lama, 

f. Sket Tanah yang dimohon, 
£ Surat tanah pemegang yin lokast asal, sudah dalam bentuk 

SHGB 

(l)Permohonan sebagaimana dimaksud pada Paseal 7 ayat (I), yang tidak 
merenuhi syarat, tidak sestai Rencana Tata Ruang Wilayah dan tidak 

berdasarkan hasl rapat dan/ atau berita cara dalam menetapkan 
persetujuan, ma.ka penolaka permohona Penerbita Lin Lokasi atau 
permohonan porpoanangan lain Lokasi sebagatacna doak.sud Pa.sal3, 
dinyatakan ditolak oleh Bupati atau Pejabat yang ditunjuk 

(2 Pemberitahuan penolakan sebagiuman.a dimaksud pada ayat (l 
disampaikan secara tertulis kepada pemohon dalam jangka waktu 3O 
hari (tiga puluh) hari kerja terhitung sejak diterimanya permohonan 
yang secara lengkap oleh BUpAT] tau Pejabat yang ditunjuk 



BA3V 

HAK DAN KEWAJTBAN PEMEGANG IZIN LOKASI 

(lPemesang izin lokasi berhak untuk membebas.kan tanah dalam 
areal lain Lokasi dari hak dan kepentingan pihake lain berdasark.an 
kesepakatan dengan peregang hak atau pihake yang mempunyai 
kepentingan tersebut dengan cara jual beli, penerbitan gaunt rug, 

onsolidasi tanah atau Cara lain sesua dengan ketentuan yang 
berlaku 

(2) Sebelum taah yang bersangkutan dibebaskan oleh pemegang lzin 
Lokasi sesai ketentuan ayat (l), maka semua hak atau kepen tngan 
piha.k lain yang sudah ada atas tanah yang bersangkutan tidak 
berkurang dan tetap diakui, termasauk kewenangan yang menurut 
hukum dipunyai oleh pemegang hak atas tan.ah untuk memperole.h 
tanda bukti hak (sertifikat dan kewenangan untuk merggunakan dan 
memanfaatkan tanahnya, bag kepentngan pribadi at.au usa.ha $es..a 

rencana tat.a ruang Yang beak.u, serta kewenangan untuk 
mengahihkannya kcpada piha.k lain 

(3) Pemegnng lain Lokasi wajib mengormati kepentingan pihake-pihak lain 
atas tanah yang belu dibebask.an sebagaimaa dimakssud aryat (l), 
tidak menutup atau mengurang aksesibilitas yang dimiiki 
masyarakat di sekitar lokasi dan menjaga dan melindungi kepentingan 
urn 

(4)Sesudah tanah yang bersangkutan dibebaskan dari hake dan 
kepentingan pihak lain, maka kepada pemegang Lin Lokasi dapat 
diberikan hak atas tanah yang membenikan kewenangan kepadanya 
untuk menggunakan tanah terse but sesuai dengan keperluan untuk 
melaksanakan rencana penanaman mod.any.a 

(5' Pemohon yang tclah memperoleh [in Lokasi wajib melaksanakan 
ketentuan dalam perizinan terse but selambat lambatnya dalam jangka 
wa.kru I (satu) tahun terhitung setelah diterbitkan Lin Lokasi oleh 
Bupati. 

BA VI 

EVALUASI DAN PEMBATALAN IZIN LOKAST 

(1yPemegang lain Lokasi yang melaksanakan kegiatan peroleha.n la.han 
sesuai dengan lain Lokasi yang telah diterbitkan wajib member ikan 

aporan kemayuan perolchan tana.h sebagai ba.han evaluasi seaura 
periodik setiap 3 (tiga) bulan selama lzin Lokasi maesih berlaleu ke pad.a 
Bupati Bekas melalui Kepala BPMPT 

(2] Pemegang lzn Lok.as terhitung mulai taggal habis mas.a berlakunya 
belum mememuhi perolehan tanan Su%, aka terhadap lain Lok.as 
tersebut dinyata.kan tidak berlakcu lag 



kast sudah bab 
et terhad 

BAE VI 

KETENTUAN PENUTUP 

Pad1l 

hl vat b el t  

4  le4n pK4ks%a 

0 s o  iuputi 

p u  
ih la t  (de  

Pasad 12 

eraunya tr ron u 

3 Tahun 2014 ten T 

el s die ht tap i 

r% ii 4p4 

Laa eperts s le 

tak rlk api 

tap orang mengeta humya, mererinta hkan pet gu 
fan upatti in den gen peernpany.a a or lerite 

tpe tekai 

Diteapan di tJk 

pada taggal 2 Februani 2O 

BUPATI BEKASI 

Hj. NENEN IHA.SANA AS, 

gla l i a r  

2Februa 20 

M UH YID DIN 

A I T A  DAERAI KARUPATEN BEKASI TAHUN 20I5 


